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 KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Deputi Bidang 

Koordinasi Komunikasi, lnformasi dan Aparatur (Kominfotur) dapat disusun dan 

diselesaikan. Penyusunan LAKIP Tahun 2020 ini adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, yang 

merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di 

bidang komunikasi, informasi, dan aparatur. 

LAKIP Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Sedangkan penetapan 

Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika 

lingkungan strategis dan RPJMN 2020-2024, serta kewenangan yang ditetapkan 

oleh Visi dan Misi organisasi, yaitu koordinator dalam perencanaan dan 

perumusan kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain 

memuat pernyataan visi dan misi organisasi, Renstra juga berisikan sejumlah 

tujuan strategis, sasaran strategis, dan program yang merupakan bentuk 

komitmen untuk dilaksanakan. Demi pencapaian visi tersebut, maka setiap 

tahunnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dan 

pemutakhiran dari Renstra.  

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra 2020-2024 

maupun RKT Tahun 2020 maka disusun LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi 

secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku 

kepentingan. Selain itu, LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur 

juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk 

periode yang akan datang.  

 

Jakarta,       Januari 2021 

Deputi Bidang Koordinasi 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 

 

 

Rus Nurhadi Sutedjo 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan 

Aparatur yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, 

informasi dan aparatur. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur dibantu oleh Sekretaris Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Informasi 

Publik dan Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan 

Informatika, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dan Asisten 

Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik. 

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk 

terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja berdasarkan Perpres No 29 

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 

bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 3 

sasaran strategis yaitu: koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang 

komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif, pelaksanaan tugas 

khusus yang optimal, dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang 

optimal. LAKIP berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 

indikator kinerja sebagai berikut: 

1. Persentase capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan 

Aparatur pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen 

perencanaan nasional (87%); 

2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target 

pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur dalam dokumen 

perencanaan nasional (100%); 

3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi dan 

Aparatur yang ditindaklanjuti (50%); 

4. Persentase penyelesaian tugas khusus (100%); 

5. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (BB); 

6. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (20); 

7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur (80); 

8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur 

(4). 
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Komunikasi, 

Informasi dan Aparatur oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sejalan dengan 

hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah 

dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta 

pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait 

melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang 

dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga terkait. Selain wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan akuntabilitas 

kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan 

tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga 

bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, 

dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan 

kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. 

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2020 

sesuai pada tabel dibawah ini : 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan 
Pengendalian 
Bidang 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Aparatur lintas 
sektoral yang 
efektif; 

1. Persentase (%) capaian 
target pembangunan bidang 
Komunikasi, Informasi, dan 
Aparatur pada K/L dibawah 
Koordinasi Kemenko 
Polhukam sesuai dokumen 
perencanaan nasional; 

87% 114% 131% 

2. Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan yang dapat 
mendukung capaian target 
pembangunan bidang 
Komunikasi, Informasi, dan 
Aparatur dalam dokumen 
perencanaan nasional; 

100% 100% 100% 

3. Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan bidang Komunikasi, 
Informasi, dan Aparatur yang 
ditindaklanjuti. 

50% 54% 108% 

Pemenuhan 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
yang optimal 

 

1. Nilai SAKIP; BB BB 100% 

2. Nilai PMPRB; 20 31,19 156% 

3. Indeks Kualitas Perencanaan 
Kinerja dan Anggaran Deputi; 

80 

 

96,26 120% 

4. Indeks kepuasan pelayanan 
Sekretariat Deputi. 

4 4,02 101% 

Pelaksanaan 
Tugas Khusus 
Yang Optimal 

Persentase (%) penyelesaian 
tugas khusus (Satuan Tugas 
Saber Pungli) 

100%   

 

4 



 

LAKIP TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMINFOTUR   5 

 

Pencapaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dengan 

membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada 

setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan 

untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk 

mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan 

dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang 

akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan 

realisasi tahun 2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko 

Polhukam tahun 2020. Amanat penyusunan LAKIP telah ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk 

menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, 

Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. 

LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan 

informasi mengenai capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Selain wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP Tahun 2020 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merupakan bentuk akuntabilitas kepada 

publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas 

Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, 

penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi 

pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

B. Tugas dan Fungsi 

 Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas 

menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, dan 

melakukan fungsi sebagai berikut: 

1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang komunikasi, informasi dan aparatur; 

2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur;  

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 

kegiatan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur; dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum dan Keamanan. 

 



 

LAKIP TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMINFOTUR   7 

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan K/L sebagai berikut: 

1. Kementerian Komunikasi dan lnformasi; 

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

3. Kementerian Pertahanan; 

4. Kementerian Dalam Negeri; 

5. Ombudsman Republik Indonesia;  

6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan  

7. K/L lainnya. 

C. Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015, Unit 

Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat 

Eselon II yang terdiri dari: 

1. Sekretaris Deputi; 

2. Asisten Deputi Koordinasi lnformasi Publik dan Media Massa; 

3. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan lnformatika; 

4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan 

5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik. 

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing 

dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat eselon Ill dan staf pelaksana. 

Sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat 

setingkat eselon Ill, 4 (empat) orang pejabat setingkat eselon IV dan staf 

pelaksana. 
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D. Struktur Organisasi 
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BAB ll 

PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang 

transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan 

Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus 

dicapai dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi 

Pemerintah. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menetapkan indikator dan 

target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. 

Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan selama 

1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun 

anggaran, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan 

penilaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur 

tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan 
Pengendalian 
Bidang 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Aparatur lintas 
sektoral yang 
efektif; 

1. Persentase (%) capaian target pembangunan 
bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 
pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko 
Polhukam sesuai dokumen perencanaan 
nasional; 

87% 

2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang 
dapat mendukung capaian target pembangunan 
bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 
dalam dokumen perencanaan nasional; 

100% 

3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang 
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang 
ditindaklanjuti. 

50% 

Pemenuhan 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
yang optimal 

 

1. Nilai SAKIP; BB 

2. Nilai PMPRB; 20 

3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan 
Anggaran Deputi; 

80 

 

4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi. 4 

Pelaksanaan 
Tugas Khusus 
Yang Optimal 

Persentase (%) penyelesaian tugas khusus  100% 
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Jumlah Anggaran Program: 

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA. 2020: Rp 

15.092.288.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus 

Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). 
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BAB Ill 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan kegiatan, yang dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan 

target kinerja tahun 2020 dan realisasi tahun 2020, dengan mengukur capaian 

kinerja pada setiap indikator Sasaran Strategisnya.  

Secara garis besar, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur 

Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan 
Pengendalian 
Bidang 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Aparatur lintas 
sektoral yang 
efektif; 

1. Persentase (%) capaian 
target pembangunan bidang 
Komunikasi, Informasi, dan 
Aparatur pada K/L dibawah 
Koordinasi Kemenko 
Polhukam sesuai dokumen 
perencanaan nasional; 

87% 114% 131% 

2. Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan yang dapat 
mendukung capaian target 
pembangunan bidang 
Komunikasi, Informasi, dan 
Aparatur dalam dokumen 
perencanaan nasional; 

100% 100% 100% 

3. Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan bidang Komunikasi, 
Informasi, dan Aparatur yang 
ditindaklanjuti. 

50% 54% 108% 

Pemenuhan 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
yang optimal 

 

1. Nilai SAKIP; BB BB 100% 

2. Nilai PMPRB; 20 31,19 156% 

3. Indeks Kualitas Perencanaan 

Kinerja dan Anggaran Deputi; 
80 

 

96,25 120% 

4. Indeks kepuasan pelayanan 

Sekretariat Deputi. 
4 4,02 101% 

Pelaksanaan 
Tugas Khusus 
Yang Optimal 

Persentase (%) penyelesaian 
tugas khusus (Satuan Tugas 
Saber Pungli) 

100% - - 
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Sebagai bahan pendukung evaluasi, adapun capaian kinerja Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 

kualitas 

koordinasi, 

sinkronisasi dan 

pengendalian 

kebijakan di 

bidang 

Komunikasi, 

Informasi, dan 

Aparatur; 

1. Persentase Rekomendasi 

kebijakan Debottlenecking 

Pengelolaan Informasi Publik 

dan Media Massa yang 

ditindaklanjuti; 

80% 

 

100% 

 

 

125% 

 

 

2. Persentase Rekomendasi 

Kebijakan di Bidang 

Telekomunikasi dan 

Informatika untuk mendukung 

bisnis proses pemerintahan 

dan pembangunan dalam 

menerapkan e-government 

dan keamanan informasi yang 

ditindaklanjuti; 

87% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

115% 

 

 

 

 

3. Ranking Indeks Keamanan 

Siber Indonesia di Global 

Cybersecurity Index; 

Rank 68 

 

Rank 41 

 

165% 

 

4. Persentase Instansi 

Pemerintah 

(K/L/Provinsi/Kab/Kota) yang 

memiliki Nilai Indeks 

Reformasi Birokrasi “Baik” 

(Kategori “B” keatas): 

a. Kementerian/Lembaga; 

b. Provinsi; 

c. Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

66% 

53% 

35% 

 

 

 

 

 

 

96,40% 

64,71% 

14,76% 

 

 

 

 

 

 

146% 

122% 

42% 

5. Persentase Rekomendasi 

kebijakan Debottlenecking 

Pengelolaan Peningkatan 

pelayanan Publik yang 

ditindaklanjuti. 

 

83% 100% 120% 

Terwujudnya 

daya dukung 

manajemen unit 

organisasi yang 

berkualitas 

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja; A (80) BB (77,3) 97% 

2. Indeks Kepuasan Layanan 

Kesekretariatan Eselon I 

(skala likert 1-5). 

4 4 100% 
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan 

analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program 

dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Hasil pengukuran capaian 

kinerja dilakukan menurut 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja, dengan 

target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai 

berikut: 

1) Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif 

I) Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi 

Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 

Target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L 

di bawah koordinasi Kemenko Polhukam mencakup 4 (empat) indikator. 

Adapun rincian capaian tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Sasaran Indikator 
Target 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian 

2020 

Konsolidasi 

Demokrasi 

Persentase (%) kepuasan 

masyarakat terhadap konten 

informasi publik terkait 

kebijakan dan program 

prioritas Pemerintah 

70 76,52 109% 

Persentase (%) konten 

informasi publik yang 

berkualitas 

80 76,80 96% 

Pemantapan 

Stabilitas 

Keamanan 

Nasional 

Skor Global Cybersecurity 

Index 

0,792 0,776 98% 

Reformasi 

Birokrasi dan 

Tata Kelola 

Persentase (%) Instansi 

Pemerintah Pusat dengan 

Indeks RB Baik Keatas 

  

Kementerian/Lembaga 70 96,39 138% 

Provinsi 50 79,41 159% 

Kabupaten/Kota 30 24,41 81% 

Rata-Rata Capaian  114% 
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Capaian Pembangunan Bidang Informasi Publik dan Media Massa 

Indikator: 

• Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik 

terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah 

• Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah yang diberi amanat oleh rakyat 

sebagai pelaksana pembangunan wajib untuk senantiasa memberikan 

informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh jajarannya. Melalui 

keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengontrol setiap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. 

Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah dengan mudah 

mengkomunikasikan kebijakannya dengan membuka sebesar-besarnya 

partisipasi publik sehingga dapat menjadi jaminan bagi terselenggaranya 

tata kelola pemerintahan yang lebih optimal. 

Dalam rangka memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia 

secara kontinuitas, Kemenko Polhukam terus mengupayakan tercapainya 

penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk dapat dijadikan 

parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan 

Publik. Kemenko Polhukam telah merekomendasikan Komisi Informasi 

Pusat (KIP) untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik melalui survey yang terukur sesuai indikator 

yang telah dirancang. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 11 Desember 

2020, Ketua KIP telah meluncurkan metodologi dan indikator Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik sehingga pada tahun 2021 penyusunan 

indeks tersebut dapat terlaksana. Indeks ini akan menganalisis 3 (tiga) 

aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP 

(obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya 

atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap 

putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas 

informasi (access to information). 

Kemenko Polhukam juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dalam rangka menunjang akses dan kualitas 

penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. 

Kemkominfo merupakan dirigen humas pemerintah (Government Public 

Relations) dalam rangka penyebaran informasi publik program-program 

pemerintah. Maka dalam rangka mendukung peningkatan akses dan 

kualitas informasi publik, Kemenko Polhukam merekomendasikan 

Kemenkominfo untuk membuat program dan kegiatan sesuai dengan poin-

poin sebagai berikut: 
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a) Humas K/L dan daerah agar mampu mengkomunikasikan dan 

menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam 

bahasa komunikasi kekinian yang mudah dimengerti dan popular dalam 

bentuk meme, infografis, video pendek dan konten kreatif lainnya; 

b) Memaksimalkan fungsi kehumasan di masing-masing instansi dalam 

menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki dan 

memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk tersampaikannya 

informasi yang positif guna menjamin stabilitas dan keamanan negara 

dalam mencapai kepentingan nasional; 

c) Melakukan revitalisasi dan pelatihan serta konsultasi teknis atas 

produksi konten secara berkala kepada anggota humas K/L dan daerah 

melalui akun media sosial aparatur negara serta melibatkan influencer 

dan komunitas media sosial; dan 

d) Melakukan peningkatan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar akun 

media sosial aparatur negara serta akun publik lainnya untuk menjaga 

ekosistem media sosial nasional yang kuat, positif dan sehat. 

Selama masa darurat kesehatan masyarakat pada masa pandemi covid-19, 

Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah 

berkoordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) membahas pelayanan 

informasi publik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas konten informasi publik. Sebagai tindak lanjut hasil 

koordinasi, KIP telah menetapkan Surat Edaran Ketua KIP Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan 

Masyarakat Akibat Covid-19 dan akan menjalankan program Pemantauan 

Layanan Informasi Publik terkait Covid-19 untuk menjamin hak akses dan 

layanan informasi masyarakat di Badan Publik. 

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengukuran ketersediaan akses dan 

kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan 

kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah melalui 

survei persepsi oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Markplus.Inc. 

Adapun informasi publik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

a) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020; 

b) Coronavirus disease (COVID-19); 

c) Pencegahan Stunting/gagal tumbuh; 

d) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 

e) Wawasan Kebangsaan/Pendidikan Karakter Pancasila; 

f) Ekonomi Digital; dan 

g) Gerakan Indonesia Bersih. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah ekspektasi masyarakat 

terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima 

sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat 5 aspek 

yang dilihat, yaitu aspek kepuasan terhadap informasi yang didapat, 
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No Variabel Skor

1 Kepuasan Terhadap Informasi yang Didapatkan 74,20%

2 Kepuasan Terhadap Akses Informasi 80,40%

3 Kepuasan Terhadap Kecepatan Penyampaian Informasi 78,80%

4 Kepuasan Terhadap Keakuratan Informasi 72,40%

5 Kepuasan Terhadap Kualitas Informasi 76,80%

76,52%Rata-Rata

aksesnya, kecepatan penyampaian, keakuratan dan kualitas konten 

informasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek 

kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan 

dan program prioritas Pemerintah diperoleh hasil 76,52%. Adapun skor 

persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik 

yang berkualitas nilainya mencapai 76,80%. Detail skor masing-masing 

aspek kepuasan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemkominfo & Markplus.Inc., 2020 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa konten media 

penyampaian informasi dianggap informatif, akurat dan mudah diakses oleh 

sebagian besar masyarakat. Selain itu, masyarakat yang menerima 

informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pun sudah 

cukup puas akan kecepatan penyampaian dan kualitas informasi di saluran 

komunikasi yang mereka gunakan. 

Capaian Pembangunan Bidang Telekomunikasi dan Informatika 

Indikator: Skor Global Cybersecurity Index 

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen 

negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap 

peningkatan kesadaran cybersecurity. GCI membahas seputar Global 

Cybersecurity Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar pembahasan yaitu: 

Legal (hukum); Technical (teknis); Organizational (organisasi); Capacity 

Building (pengembangan kapasitas); Cooperation (kerja sama). 

Pada publikasi GCI tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi penilaian 

GCI v3 Tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 41 dengan skor 0,776. 

Dari hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, beberapa indikator yang 

perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong, diantaranya:  

a) Cybersecurity Regulation, belum adanya Peraturan Perundang-

undangan sebagai dasar Regulasi, Kerangka Kerja serta Strategi terkait 

Keamanan dan Ketahanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi. 



 

LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur  17 

 

b) CERT/CIRT/CSIRT, masih belum terbentuknya Sectoral CERT/CSIRT 

terutama terkait dengan sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional. 

c) National Cybersecurity Strategy, Stategi Keamanan Siber harus 

merupakan hasil konsultasi publik. Stategi Keamanan Siber Indonesia 

(SKSI) telah dilakukan penyusunan dan dilakukan konsultasi publik 

pada tahun 2018. Saat ini SKSI masih berupa Konsep/Draft, belum 

ditetapkan dan dipublikasikan. 

d) Critical Information Infrastructure Protection, belum adanya Kerangka 

kerja maupun National Resiliency Plan terkait Infrastruktur Informasi 

Kritikal Nasional. 

e) Cybersecurity Metrics, belum adanya kerangka pengukuran secara 

nasional di bidang Keamanan Siber. 

f) Educational Programs or Academic curricular in Cybersecurity, belum 

ada program edukasi maupun kurikulum terkait keamanan  siber untuk 

sekolah dasar dan menengah. 

g) Cybersecurity Startup, belum ada kerangka dan rencana aksi 

pengembangan Startup dibidang keamanan siber. 

h) Institutional body overseeing cybersecurity R&D activity, belum banyak 

tumbuhnya Lembaga penelitian dan pengembangan terkait Keamanan 

Siber. 

i) Cybersecurity Insentive, belum adanya Program insentif baik untuk 

menerapkan standar keamanan siber maupun dalam penelitian dan  

pengembangan terkait keamanan siber. 

j) Public-Private Partnerships, Indonesia belum memiliki Kerangka 

kerjasama yang menjadi acuan dalam melakukan kerjasama keamanan 

siber antara Pemerintah dengan Swasta, baik Nasional maupun 

Internasional. 

k) Inter-agency/intra-agency partnerships, belum adanya publikasi BSSN 

terkait intra-agency partnerships baik dengan Eksternal maupun 

Internal BSSN. 

l) Child Online Protection, belum adanya peraturan perundang-undangan 

dan Roadmap terkait Child Online Protection. 

Sepanjang tahun 2020, telah dilaksanakan survey GCI v4 Tahun 2020 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Rilis New Reference Model GCI v4 Tahun 2020 --- 13 Januari 2020; 

b) GCIv4 Guidelines for Member States --- 21 Januari 2020; 

c) Penyampaian Nota Dinas Permohonan Dukungan Jawaban Survey 

Online GCI v4 Tahun 2020 --- 29 Januari 2020; 

d) Verifikasi internal oleh BSSN --- 11 Februari 2020; 

e) Batas waktu submit --- 31 Maret 2020, diperpanjang 2x hingga 30 Juni 

2020; 
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f) Expert weightage group meeting negara anggota ITU --- 15 Oktober 

2020; 

g) Publikasi hasil evaluasi penilaian GCI v4 Tahun 2020 akan 

disampaikan pada kuartal 2 (Q2) tahun 2021. 

Berdasarkan hasil submit survey GCI v4 Tahun 2020, sampai saat ini 

indikator Sectorial CERT/CIRT/CSIRT dari pilar Technical Measures masih 

belum terdapat data. Dalam Pilar Organizational, indikator National Cyber 

Strategy masih dalam bentuk draft yang merupakan bentuk tindak lanjut 

dari rekomendasi Kemenko Polhukam. 

Peningkatan keamanan siber di Indonesia melalui 5 (lima) pilar GCI, tidak 

dapat hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun secara pararel 

juga harus dilaksanakan oleh pihak industri, akademisi, serta komunitas 

siber (quarter helix). Berdasarkan hal tersebut Kemenko Polhukam selaku 

Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk 

keamanan siber, untuk memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, 

industri, akademisi dan komunitas siber melakukan kewajibannya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan 

keamanan siber di Indonesia. 

Selama kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan data BSSN, jumlah 

serangan siber pada semester I tahun 2020 mencapai 189.937.542 

serangan siber, meningkat 5 (lima) kali lipat jika dibandingkan dengan 

jumlah serangan siber pada semester I tahun 2019 yakni sebanyak 

29.330.231. Kasus percobaan pencurian data (data breach) sepanjang 

periode Januari hingga Agustus 2020 mencapai 91.000.000 akun data di 

sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Selain itu, kasus penipuan 

online juga meningkat hingga mencapai 649 aduan. 

Dari data-data tersebut, optimalisasi pengelolaan tata kelola siber nasional 

harus segera dilaksanakan karena: 1) Kurang  lengkapnya  payung hukum 

ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan 

kelembagaan; 2) Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum 

adanya strategi keamanan siber nasional, 3) Parsialitas dan ego sektoral 

K/L terkait penanganan permasalahan siber diakibatkan tidak adanya tata 

kelola siber nasional, 4) Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka 

meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional. 

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan 

dan regulasi keamanan dan ketahanan siber salah satunya dengan 

merekomendasikan strategi keamanan siber nasional dan penetapan 

kebijakan perlindungan infrastruktur informasi kritis nasional melalui 

koordinasi dengan stakeholders terkait. Dengan memberikan prioritas 

perumusan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan 

Infrastruktur Informasi Kritis Nasional akan menghasilkan optimalisasi tata 
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kelola siber nasional Indonesia sekaligus dapat mendorong pencapaian 

target skor GCI Indonesia yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-

2024. 

Menindaklanjuti permasalahan di atas, Kemenko Polhukam telah 

memberikan rekomendasi kepada Kepala BSSN perihal Pentingnya 

Penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penetapan Kebijakan 

Perlindungan Data Elektronik Strategis/Infrastruktur Informasi Kritis 

Nasional. Strategi Keamanan Siber Nasional diperlukan untuk membangun 

dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun 

kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola 

ancaman, insiden, dan/atau serangan siber, meningkatkan budaya 

keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya 

keamanan siber. 

Adapun tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, dalam rangka mendorong 

penguatan regulasi di bidang Ketahanan Siber untuk mendukung 

transformasi digital guna bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi 

Covid-19, BSSN sebagai leading sector dalam keamanan siber di Indonesia 

telah melakukan percepatan penguatan regulasi, dengan mengajukan 

penyusunan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan 

Perpres tentang Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. BSSN juga telah 

menyepakati rencana penyusunan Indeks Keamanan Siber Nasional serta 

penyelenggaraan Indeks Keamanan Informasi. Berbagai tindak lanjut 

tersebut diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan transformasi 

digital dan kedaulatan siber Indonesia. 

Capaian Pembangunan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan 

Peningkatan Pelayanan Publik 

Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi 

Birokrasi Baik Keatas 

Pesentase nilai Indeks RB “Baik” (Katagori ”B” Ke atas) 

Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2019-2020: 

 2019 2020 

Target Realisasi Target Realisasi 

Indeks RB 

K/L 
66% 96,40% 70% 96,39% 

Indeks RB 

Provinsi 
53% 64,71% 50% 79,41% 

Indeks RB 

Kab/Kota 
35% 14,76% 30% 24,41% 
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Pada bulan Mei 2020, MenPANRB menetapkan Peraturan Menteri PANRB 

No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2020, beberapa hal yang 

menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada 

penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh 

K/L dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil 

Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (reform 

sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, mandatory sebesar 20%) dan 

hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada 

pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan 

reform. 

Menteri PANRB juga telah menetapkan road map reformasi birokrasi 

nasional 2020-2024. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, 

telah ditetapkan lima quick wins yakni penyederhanaan birokrasi, 

manajemen kinerja sebagai instrumen penguatan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas SDM, tata kelola 

pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang 

prima diantaranya melalui evaluasi pelayanan publik, e-Services, SIPPN, 

Mal Pelayanan Publik, dan partisipasi publik. 

Dalam rangka percepatan RB di tingkat Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko Polhukam telah berkolaborasi dan 

bersinergi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB. 

Kemenko Polhukam mendorong Kementerian Dalam Negeri selaku 

Korbinwas Pemda dan Kementerian PANRB yang memiliki fungsi 

merumuskan kebijakan pelaksanaan RB untuk terus bersinergi dan dapat 

membentuk Tim Bersama. Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi 

kepada Kementerian PANRB untuk merevisi Keppres No 8 Tahun 2020 

tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi 

Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 pada poin kedudukan Menteri 

Dalam Negeri yang semula sebagai pengarah direvisi menjadi anggota 

sehingga dapat masuk secara teknis dalam implementasi RB di tingkat 

Pemerintah Daerah. 

 

• Peyederhanaan Birokrasi 

Beberapa K/L pegawainya tidak hanya berasal dari unsur PNS, 

melainkan juga dari unsur TNI dan Polri. Sedangkan syarat pengisian 

Jabatan Fungsional, hanya diperuntukkan bagi para PNS. Hal ini 

memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan peralihan 

jabatan struktural menjadi fungsional yang dapat mengakomodir personil 

dari TNI dan Polri. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan 

koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka membahas permasalahan 
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pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit 

TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan Polri. 

Sebagai langkah awal Kemenko Polhukam telah mendorong 

Kementerian PANRB untuk secara teknis segera membentuk kelompok 

kerja yang beranggotakan TNI dan Polri serta lintas K/L sehingga dalam 

pembahasannya terdapat kesamaan pandangan Pemerintah. Sebagai 

tindak lanjutnya Kementerian PANRB telah mengkoordinir pembentukan 

Panitia Antar Kementerian dan Tim Sekretariat Penyelesaian 

Permasalahan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke 

Fungsional bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang Berdinas di Luar 

Struktur TNI dan Polri. Pembahasan terkait regulasi yang mengatur 

parameter yang jelas terkait peta jabatan fungsional sipil yang dapat 

dijabat oleh prajurit TNI dan anggota Polri, perhitungan angka kredit, 

instansi Pembina Jabatan fungsional, kepastian pola karir dan hal teknis 

lainnya yang diperlukan akan dilakukan setelah Kelompok Kerja 

terbentuk. 

 

• Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang 

berkualitas dan terpercaya. 

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan asistensi dan evaluasi 

SPBE kepada 637 K/L/D. Indeks SPBE Nasional tahun 2019 adalah 2,18 

dengan predikat “Cukup”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Oktober 2020, Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinator 

SPBE Nasional telah menetapkan dan meresmikan Aplikasi Umum di 

bidang kearsipan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dua 

aplikasi umum tersebut adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

Terintegrasi (Srikandi) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

(SP4N-LAPOR!). Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, 

standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau 

Deskripsi 2018 2019 Peningkatan 

Indeks SPBE Nasional 1,98 2,18 0,20 

   Indeks Domain Kebijakan 1,75 1,95 0,20 

   Indeks Domain Tata Kelola 1,75 1,87 0,12 

   Indeks Domain Layanan 2,18 2,40 0,22 

Jumlah IP Berpredikat “Baik” 

atau lebih tinggi 

82 IP  

(13,31%) 

196 IP 

(31,81%) 

114 IP 

(18,51%)  
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pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pembangunan 

aplikasi umum ini sebagai bentuk quick wins dari percepatan SPBE.  

Berkaitan dengan penetapan Aplikasi Umum tersebut, Kemenko 

Polhukam telah melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator SPBE 

Nasional dan instansi terkait membahas progres implementasi SPBE di 

lingkup Pemerintah Daerah. Kemenko Polhukam telah memberikan 

rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisir 

aplikasi yang telah dibangun dan digunakan di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang memenuhi syarat Aplikasi Umum yang ditentukan dalam 

Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, serta mengajukan aplikasi 

tersebut kepada Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinator SPBE 

Nasional, sehingga dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum berbagi 

pakai sesuai karakteristik dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

 

• Pelayanan Publik yang Prima melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan 
Publik (MPP) 

Mal Pelayanan Publik adalah sistem penyelenggaraan pelayanan publik 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat 

dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, 

aman dan nyaman. Adapun tujuan penyelenggaraan MPP adalah 

sebagai berikut:  

a) Memperpendek proses pelayanan; 

b) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan 

dan kenyamanan kepada masyarakat; 

c) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh 

Universitas Indonesia dan Kementerian PANRB menunjukkan bahwa 

MPP terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 11 MPP 

yang disurvei, investasi pada tahun 2018 sebesar 6,6 Triliun meningkat 

31% menjadi 8,6 triliun pada tahun 2019. Saat ini telah beroperasi 

sebanyak 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan 

rincian dibentuk di 1 provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota. Terkait dengan 

penyelenggaraan MPP, Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi 

kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong percepatan 

penyelenggaraan MPP di 48 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah menyurati 

Gubernur/Wali Kota/Bupati untuk segera membentuk MPP sebagai 

upayan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah. 
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Sebagai upaya mengatur Mal Pelayanan Publik melalui payung hukum 

yang lebih tinggi, Kementerian PANRB telah menyusun Rancangan 

Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan K/L terkait Kemenko Polhukam 

merekomendasikan kepada Kementerian PANRB agar dalam proses 

penyusunan Perpres tentang Penyelenggaraan MPP dapat melibatkan 

K/L terkait. Terkait dengan irisan anggaran serta reward dan punishment, 

Kementerian PANRB agar melakukan komunikasi secara intensif dengan 

Kementerian Keuangan cq Ditjen Perimbangan Keuangan. 

II) Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat 

mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, 

dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional 

III) Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti 

Berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang 

politik, hukum dan keamanan khususnya dalam rangka mendukung 

capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 

dalam dokumen perencanaan nasional, berbagai upaya telah dilakukan 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur selama tahun 2020. Penyusunan 

rekomendasi kebijakan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama 

stakeholder terkait sekaligus dalam rangka memenuhi capaian indikator 

kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Secara ringkas, capaian 

indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

INDIKATOR 

REALISASI 

TOTAL CAPAIAN 
Bidang 

Informasi 

Publik dan 

Media Massa 

Bidang 

Telekomunikasi 

dan Informatika 

Bidang Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Bidang 

Peningkatan 

Pelayanan 

Publik 

Jumlah 

Rekomendasi 
6 10 4 4 24 - 

a) Rekomendasi 

kebijakan yang 

mendukung 

capaian target 

pembangunan 

dalam dokumen 

perencanaan 

nasional 

6 10 4 4 24 100% 

b) Rekomendasi 

kebijakan yang 

ditindaklanjuti 

2 8 2 1 13 54% 
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Adapun rekomendasi-rekomendasi kebijakan tersebut meliputi: 

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa 

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-68/KI.00.00/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 

perihal Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Revisi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Mendorong 

Analog Switch Off (ASO). 

Migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital diperlukan untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas 

penyiaran khususnya televisi. Belum selesainya revisi UU Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi salah satu kendala dalam 

implementasi penyiaran digital melalui Analog Switch Off (ASO) serta 

menjadi krisis dalam industri penyiaran karena tidak adanya kepastian 

hukum. Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang 

merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak serta kaitannya 

dengan Negara yang akan memperoleh dividen digital dan 

pemanfaatan frekuensi yang lebih luas lagi menjadi tidak tercapai 

tanpa diundangkannya revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur Digital dengan 

Indikator: Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital, 

Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk 

mengusulkan pasal-pasal tentang perizinan penyiaran dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2002 agar diselaraskan dalam Ombnibus Law, serta 

mendorong DPR RI agar penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran segera dituntaskan dan disahkan sehingga 

migrasi TV analog ke TV digital dapat segera terrealisasi di tahun 

2020. 

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo melalui 

Siaran Pers Kemenkominfo Nomor 80/HM/KOMINFO/07/2020 tanggal 

6 Juli 2020 perihal Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional. Menteri 

Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah 

berkomitmen mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya 

digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Selanjutnya pada 

tanggal 5 Oktober 2020, telah disahkan UU Cipta Kerja yang 

didalamnya juga memuat pasal-pasal yang dapat menjadi dasar 

hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital (ASO) dan kepastian 

tenggat waktu ASO. Terkait penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran, saat ini masih dibahas di DPR RI dan 

menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 

2021.  



 

LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur  25 

 

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-175/KI.00.00/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 

perihal Penanganan Radikalisme Di Ruang Digital. 

Penanganan radikalisme di ruang digital selama ini telah dilaksanakan 

oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang menangani hal tersebut, 

namun pelaksanaannya masih belum optimal karena masih berjalan 

secara parsial, belum tersinergi dengan baik. Untuk itu, perlu disusun 

rencana aksi dan standard of procedure (SOP) yang terukur agar 

mampu mengimbangi informasi yang cenderung mendiskreditkan 

kinerja Pemerintah. Kemenko Polhukam cq Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur telah melaksanaakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

K/L terkait antara lain Kemenkominfo, Kementerian Agama, Kejaksaan 

Agung, TNI, Polri, dan BIN, melalui kegiatan tersebut telah disusun 

matriks rencana aksi penanganan radikalisme di ruang digital yang 

telah disempurnakan dengan beberapa masukan dari K/L tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, 

Menko Polhukam merekomendasikan Kemkominfo dan lembaga 

negara yang berwenang agar dapat menyusun SOP dan/atau regulasi 

penanganan radikalisme di ruang digital, serta bersinergi dengan Tim 

Penguatan dan Penajaman Komunikasi Publik Kebijakan dan Program 

Prioritas Pemerintah, yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan 

Menkominfo Nomor 353 Tahun 2020, untuk menyusun narasi tunggal 

dengan materi yang konstruktif dan edukatif yang selanjutnya dapat 

didiseminasikan melalui humas K/L sehingga menghasilkan 

penanganan radikalisme di ruang digital menjadi lebih optimal. 

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Dewan Pers Nomor B-

189/KI.00.00/11/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Mendorong 

Independensi dan Netralitas Media Massa dalam Pilkada Serentak 

2020. 

Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 

tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Indonesia. 

Pelaksanaan Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada bulan 

September 2020, diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 akibat 

adanya pandemic Covid-19. Insan Pers dan lembaga penyiaran harus 

mengawal jalannya Pilkada serentak, serta bersepakat membangun 

Pilkada yang berkualitas. Pers sebagai sebagai salah satu pilar 

demokrasi harus mampu memberikan peran yang mencerahkan dan 

mengawal Pilkada secara adil dan jujur. Ruang redaksi harus selalu 

dalam lingkaran ideal dalam Pilkada, serta terbebas dari segala 

kepentingan kontestansi Pilkada itu sendiri. Kemenko Polhukam cq 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah melaksanaakan koordinasi 
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dan sinkronisasi dengan K/L terkait antara lain Dewan Pers, Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

akademisi, dan wartawan. Terdapat catatan penting yang perlu 

mendapatkan perhatian yaitu tentang independensi media massa 

menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Dewan Pers 

perlu menegaskan kembali peran pers dalam menjamin kemerdekaan 

pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi 

yang benar, berkualitas dan adil dalam pelaksanaan Pilkada 2020. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, 

Menko Polhukam merekomendasikan Dewan Pers untuk menegaskan 

kembali kepada media massa agar melaksanakan fungsi dan peran 

melalui sajian pemberitaan yang bersifat netral. Melalui independensi 

media massa, masyarakat memiliki harapan bahwa media dapat 

menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kontestansi 

politik. 

4. Rekomendasi Kemenko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi 

Pusat (KIP) Nomor B-4114/KI.00.00/12/2020 tanggal 1 Desember 

2020 perihal mendorong pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan 

teknis kepada Komisi Informasi se-Indonesia terkait penyusunan 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik mengamanatkan badan publik agar memberikan 

akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi seputar 

badan publik yang dituju melalui skema/mekanisme tertentu, sebagai 

kunci dari pencapaian pembangunan berkelanjutan menuju 

terwujudnya open government (pemerintahan terbuka) dan clean 

government (pemerintahan bersih). Keterbukaan informasi juga 

dibutuhkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin 

meningkat, upaya menunjang pemberantasan KKN, membantu public 

dalam berpartisipasi dan mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh 

aparatur negara, serta dapat menunjang pembangunan ekonomi yang 

berkeadilan. 

Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat 

(KIP) dalam rangka mensosialisasikan program prioritas penyusunan 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik serta menjaring masukan dan 

pendapat pihak terkait untuk perbaikan metodologi dan indikator 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik merupakan parameter untuk mengukur sejauh mana informasi 

publik diperoleh masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi 

publik dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan 

akuntabel. 
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Sejalan dengan hal tersebut serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, 

Kemenko Polhukam merekomendasikan KIP untuk segera melakukan 

sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh Komisioner Komisi 

Informasi se-Indonesia dan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) terkait pelaksanaan Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik.  

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ketua KIP dengan di-

launching-nya metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik pada tanggal 11 Desember 2020. Acara tersebut juga bertujuan 

untuk mensosialisasikan program Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik kepada Komisi Informasi se-Indonesia serta K/L terkait. 

5. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-211/KI.00.00/12/2020 tanggal 22 Desember 

2020 perihal mendorong terselenggaranya revitalisasi dan bimtek 

pada tim humas kementerian, lembaga, dan instansi daerah dalam 

penyusunan konten terkait kebijakan prioritas pemerintah. 

Selama tahun 2020, Kemenko Polhukam telah melaksanakan 

serangkaian kegiatan yang diakhiri dengan sosialisasi “Revitalisasi 

Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) dan Literasi Media 

Sosial untuk Konter Konten Radikalisme dan Konten Negatif terkait 

Covid-19”. Kegiatan ini sangat penting dilakukan guna memperbaharui 

kemampuan dan keterampilan dalam mengolah data dan informasi 

yang disajikan dalam bentuk berita dengan gaya jurnalistik online dan 

media sosial. 

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan 

menjaring masukan dari berbagai kalangan, sehingga menciptakan 

kearifan publik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saat 

ini media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi 

publik dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola 

dengan baik dan bijak, penggunaan media sebagai instrumen 

komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif yang 

mengganggu stabilitas keamanan. 

Sejalan dengan hal tersebut serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, 

Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemkominfo untuk membuat 

program dan kegiatan sesuai dengan poin-poin sebagai berikut: 

a) Humas K/L dan daerah agar mampu mengkomunikasikan dan 

menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam 

bahasa komunikasi kekinian yang mudah dimengerti dan popular 
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dalam bentuk meme, infografis, video pendek dan konten kreatif 

lainnya; 

b) Memaksimalkan fungsi kehumasan di masing-masing instansi 

dalam menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki 

dan memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk 

tersampaikannya informasi yang positif guna menjamin stabilitas 

dan keamanan negara dalam mencapai kepentingan nasional; 

c) Melakukan revitalisasi dan pelatihan serta konsultasi teknis atas 

produksi konten secara berkala kepada anggota humas K/L dan 

daerah melalui akun media sosial aparatur negara serta 

melibatkan influencer dan komunitas media sosial; dan 

d) Melakukan peningkatan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar 

akun media sosial aparatur negara serta akun publik lainnya untuk 

menjaga ekosistem media sosial nasional yang kuat, positif dan 

sehat. 

6. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi Pusat 

(KIP) Nomor B-216/KI.00.00/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 

perihal mendorong pelaksanaan survey dalam penetepan Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik. 

Mempertimbangkan momentum era keterbukaan dengan telah 

disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, maka dapat dinyatakan bahwa keterbukaan 

informasi publik sangat penting dimana masyarakat dapat mengontrol 

setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik 

terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara 

demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan Kembali 

kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik adalah hal yang 

penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap 

hak-hak lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, 

Menko Polhukam sebagai Duta Informasi Publik terus mengupayakan 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan parameter 

terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik 

sehingga Kemenko Polhukam merekomendasikan KIP untuk segera 

melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik melalui survey yang terukur sesuai indikator yang telah 

dirancang. 

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika 

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor B-
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15/KI.00.01/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Rekomendasi 

Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di RPJMN 2020-2024. 

Proses perumusan dan teknokratik RPJMN 2020-2024 telah 

merefleksikan kepentingan telekomunikasi nasional dengan 

diusulkannya program Government Radio Network (GRN) oleh 

Kemenkominfo. Sedangkan program telekomunikasi khusus JAM 

Pemerintah yang telah dikembangkan dan didesain oleh putra-putri 

bangsa serta memiliki nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 

tinggi tidak menutup kemungkinan dapat digabungkan dengan 

program GRN. Teknologi pendukung GRN dapat terus dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan melibatkan industri 

dalam negeri sebagai kunci keamanan telekomunikasi Pemerintah. 

Berdasarkan hasil kajian dan koordinasi dengan K/L terkait dalam 

rangka mendorong pemenuhan kebutuhan telekomunikasi 

pemerintah, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, 

mutlak menggunakan JAM dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a) JAM merupakan jaringan telekomunikasi broadband untuk 

pertahanan dan keamanan yang memiliki system enkripsi ganda 

yang aman dan dinamis; 

b) JAM merupakan hasil karya produk industri telekomunikasi dalam 

negeri yang telah tersertifikasi dan telah digunakan oleh TNI AD; 

c) JAM menggunakan infrastruktur dan jaringan yang terpisah dari 

jaringan komersial/publik. 

Spirit konsep GRN pada prinsipnya bertujuan sama dan serupa 

dengan JAM Pemerintah dalam penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi pemerintahan yang aman dan handal. Berdasarkan hal 

tersebut, serta dalam rangka mendukung tercapainya target 

pembangunan Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber, Menko 

Polhukam merekomendasikan Menteri PPN/Bappenas dapat 

memasukkan program GRN ke dalam JAM Pemerintah pada RPJMN 

2020-2024. 

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menko Perekonomian Nomor 

B-17/KI.00.01/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rekomendasi 

RUU Omnibus Law Sektor Perizinan Berusaha terkait Pos, 

Telekomunikasi dan Penyiaran. 

Dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian RUU Omnibus 

Law Cipta Kerja khususnya pada pembahasan substansi klaster 

Perizinan Berusaha, Menko Polhukam merekomendasikan Menko 

Perekonomian untuk mengakomodir perubahan UU Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi pasal 33 ayat (4) dalam RUU Cipta 

Lapangan Kerja.  
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Adapun poin-poin pandangan dalam pengharmonisasian, pembulatan 

dan pemantapan konsepsi RUU Cipta Lapangan Kerja Sektor 

Perizinan Berusaha terkait Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, 

adalah sebagai berikut: 

a) Dasar: Spirit kebersamaan antara Kemenko Polhukam dan 

Kemenko Perekonomian secara langsung dan tidak langsung 

dalam pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan 

telekomunikasi dengan mengutamakan kepentingan nasional dan 

kedaulatan seiring dengan kebijakan Presiden; 

b) Kemenkominfo mengusulkan perubahan UU Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi, salah satunya pada pasal 33 ayat 4 

butir a dengan rumusan sebagai berikut: "Pemegang Perizinan 

Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk 

penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan kerjasama 

penggunaan spektrum frekuensi radio"; 

c) Sesuai dasar b bahwa proyek kereta cepat Jakarta - Bandung 

(PT. KCIC) perlu didukung oleh seluruh pihak, mengingat proyek 

ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional; 

d) Dengan demikian rumusan pasal 33 ayat 4 butir a diusulkan untuk 

diubah menjadi: “Pemegang Perizinan Berusaha terkait 

penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan 

telekomunikasi dapat melakukan keriasama penggunaan 

spektrum frekuensi radio untuk keperluan Proyek Strategis 

Nasional (PSN)"; 

e) Alasan perubahan poin d adalah untuk memberikan pengecualian 

terhadap kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio yang 

merupakan sumber daya terbatas milik Negara, dalam rangka 

mendukung percepatan pelaksanaan PSN; 

f) Pengecualian poin e juga merupakan antisipasi potensi 

penyalahgunaan spektrum frekuensi radio, dimana kerjasama 

penggunaan spektrum frekuensi radio dapat mengakibatkan satu 

atau lebih operator menguasai spektrum frekuensi radio 

(monopoli) melebihi kebutuhannya (spectrum hoarding) dan 

mengganggu kompetisi operator akibat ketidakseimbangan harga 

pokok produksi dan kualitas layanan penyelenggara. 

Rekomendasi tersebut mendukung tercapainya target pembangunan 

pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang 

Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: 

Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya (kebijakan). 

Pada tanggal 5 Oktober 2020, sebagai tindak lanjut rekomendasi di 
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atas, telah disahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya juga mengatur 

bidang usaha telekomunikasi yakni terkait dengan pemegang 

perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio untuk 

penyelenggaraan telekomunikasi. 

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor B-

62/KI.00.01/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Rekomendasi 

Jaringan Aman Mandiri (JAM) Pemerintah di Renstra TNI 2020-2024. 

Ditinjau dari segi infrastruktur, kemandirian telekomunikasi pemerintah 

tidak dapat terwujud karena jaringan yang digunakan bersatu dengan 

jaringan telekomunikasi publik/umum yang dimiliki oleh pihak asing. 

Keamanan data negara tidak terwujud karena rendahnya standar 

enkripsi/sandi data jaringan publik/umum. Resiko ancaman peretasan/ 

serangan siber terhadap informasi rahasia negara sangatlah tinggi. 

Hal ini dibuktikan dengan peringkat Indonesia sebagai negara dengan 

kerentanan siber terendah setelah Algeria (Kaspersky Lab, ITU, CSIS, 

2019). Indikator lainnya menunjukkan bahwa Indonesia ada di 

peringkat ke-9 negara dengan serangan siber/peretasan tertinggi di 

dunia (Kaspersky Lab, 2019). 

Transformasi telematika pertahanan militer narrowband ke broadband 

sejalan dengan arah pembangunan transformasi digital pada RPJMN 

2020-2024 dan bersifat mendesak untuk merespon kebutuhan 

kontemporer TNI. Sejalan dengan hal tersebut, serta dalam rangka 

mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 

2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan 

Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan 

Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko Polhukam 

merekomendasikan Panglima TNI berserta Kepala Staf Angkatan 

untuk dapat memprogramkan JAM ke dalam Rencana Strategis TNI 

2020-2024. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Mabes 

TNI dengan dimasukkannya program JAM pada draft Rencana 

Strategis TNI 2020-2024. 

4. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-72/KI.00.01/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 

tentang penyampaian pandangan mengenai RPM tentang 

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.  

Derivatif 3 (tiga) substansi utama penyelenggaraan sistem dan 

transaksi elektronik adalah mengatur PSE, penempatan data dan 

kewajiban moderasi bagi PSE. Hal tersebut bertujuan untuk 

menstimulus ekonomi digital dengan membuka ruang bagi investor, 

dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional yang 

diimplementasikan dalam kebijakan Peraturan Menteri Kominfo 
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dengan 2 (dua) kategori yakni PSE lingkup publik dan PSE lingkup 

privat. 

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada 

dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan 

Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan 

Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko 

Polhukam merekomendasikan kepada Menkominfo terkait substansi 

RPM tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang 

meliputi:  

a) Mengatur bab tersendiri tentang bab penempatan data dan bab 

kewajiban moderasi bagi PSE lingkup privat; 

b) Pengaturan pembatasan kewenangan Menkominfo terkait 

keputusan PSE lingkup privat dengan penempatan data di luar 

negeri sebaiknya diatur secara kolegial antar pihak terkait, apabila 

pengelolaan, pemrosesan dan/atau penyimpanan sistem dan data 

elektronik dilakukan di luar wilayah Indonesia agar segala data 

terdapat duplikasinya di wilayah Indonesia; 

c) Kewajiban moderasi bagi PSE privat agar lebih detail dan tidak 

multitafsir beberapa normanya. 

Sebagai tindak lanjut rekoemndasi di atas, telah dilaksanakan 

pembahasan pandangan substansi RPM pada rekomendasi oleh 

Kemenkominfo bersama Kemenko Polhukam, K/L dan pihak terkait. 

Saat ini, penetapan RPM masih terkendala isu tidak adanya mirroring 

data di wilayah Indonesia. 

5. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-79/KI.00.01/4/2020 tanggal 15 April 2020 tentang 

pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang 

tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi 

International Equipment Indentity (IMEI).  

Kebutuhan pengaturan pengendalian alat dan perangkat 

telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui 

IMEI bersifat mendesak dan memiliki strategic objective untuk 

mencegah dan mengurangi peredaran alat dan perangkat 

telekomunikasi secara ilegal yang masuk dan beredar di wilayah 

Indonesia serta melindungi masyarakat dari kehilangan atau 

pencurian dan memperoleh alat telekomunikasi berkualitas serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi pada industri telekomunikasi dalam 

negeri. Dalam rangka medorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

identifikasi IMEI, diperlukan penguatan kolaborasi 4 (empat) 

komponen yakni: Kementerian Perindustrian selaku pusat 

penyelenggaraan/Central Equipment Identify Register (CEIR), 

Operator telekomunikasi sebagai penyelenggara Equipment Identify 
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Register (EIR), Kemenkominfo berperan dalam pengawasan dan 

pengendalian, dan masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, serta dalam rangka mendukung tercapainya 

target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek 

Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital 

dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan 

turunannya (kebijakan), Menko Polhukam merekomendasikan kepada 

Menteri Komunikasi dan Informatika dapat segera menetapkan 

regulasi terkait Pembatasan Akses Jaringan Telekomunikasi Bergerak 

Seluler pada Perangkat Telekomunikasi. Adapun rekomendasi telah 

ditindaklanjuti oleh Menkominfo melalui Siaran Pers No. 

58/HM/KOMINFO/04/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Pengendalian 

IMEI Mulai 18 April 2020, pengguna perangkat handphone, komputer 

genggam, dan tablet (HKT) akan menerima notifikasi secara bertahap. 

Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi 

International Mobile Equipment Identity pada tanggal 16 April 2020. 

6. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-87/KI.00.01/4/2020 tanggal 27 April 2020 tentang 

memitigasi kegagalan peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2).  

Kegagalan peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2) mengakibatkan 

konsekuensi bagi Indonesia: 1) Belum terpenuhinya tindak lanjut 

keputusan forum World Radio Communication Radio (WRC) 2019 

untuk mengisi slot orbit 113° BT; 2) SN-2 merupakan satelit pengganti 

Palapa-D milik PT Indosat Tbk. yang akan expired pada Juli 2020; dan 

3) Terhambatnya pelayanan Satelit Palapa-D bagi 23 lembaga 

penyiaran dan 8 lembaga radio di Indonesia serta layanan broadband 

data untuk seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayan 3T 

(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Posisi satelit di orbit 113° BT 

merupakan posisi yang sangat strategis bagi NKRI dengan cover spot 

beam satelit yang dapat menjaga kepentingan nasional.  

Berdasarkan hal-hal di atas serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: 

Penuntasan Infrastruktur TIK. Menko Polhukam merekomendasikan 

kepada Menteri Komunikasi dan Informatika agar dapat berkolaborasi 

dengan Menteri BUMN untuk memitigasi dan utilisasi pengelolaan 

satelit di orbit 113° BT oleh operator satelit nasional. 
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7. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-119/KI.00.01/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 

tentang Urgensi Kebutuhan Akses Telekomunikasi dan Broadband di 

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

dengan pihak terkait membahas evaluasi pembangunan infrastruktur 

dan layanan telekomunikasi untuk kepentingan layanan publik dan 

secara strategis sebagai antisipasi dampak konflik Laut Cina Selatan 

serta tansnational crime di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Kabupaten Kepulauan Anambas secara geopolitik dan geoekonomi 

merupakan tumpuan utama kedua dalam menghadapi situasi buruk 

(contingency plan) di Kepulauan Natuna akibat klaim yang tidak 

mendasar dari China, sehingga wilayah tersebut membutuhkan 

aksesibilitas telekomunikasi dan broadband bagi kepentingan 

pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi tansnational crime. 

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada 

dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi 

Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK. Menko 

Polhukam merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika agar dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi dan kebutuhan broadband bersinergi dengan operator 

telekomunikasi.  

Rekomendasi Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh oleh 

Kemenkominfo c.q. PT BAKTI dengan terwujudnya sinyal 4G di Pulau 

Jemaja dan Pulau Matak sesuai dengan laporan Bupati Kepulauan 

Anambas Nomor 614/Kdh.KKA.049/08.2020 tanggal 4 Agustus 2020 

tentang Laporan Perkembangan Telekomunikasi di Kabupaten 

Kepulauan Anambas serta telah dilaksanakannya kegiatan peninjauan 

lapangan peningkatan akses telekomunikasi di Kab. Kepulauan 

Anambas dengan mengundang Menko Polhukam. 

8. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BSSN Nomor B-

130/KI.00.01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang urgensi 

pentingnya penetapan strategi keamanan siber nasional. 

Strategi Keamanan Siber Nasional sangat dibutuhkan oleh pemerintah 

yang membidangi siber, industri TIK, akademisi dan komunitas khusus 

siber. Adanya Strategi Keamanan Siber Nasional dapat berfungsi 

sebagai panduan tanggung jawab keamanan siber di bidangnya 

masing-masing, percepatan transformasi digital, akselerator industri 

4.0, pengembangan serta inovasi ekonomi digital, dan mendongkrak 

rangking Global Cybersecurity Index Indonesia. 

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada 

dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan 
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Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan 

Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor GCI, Menko 

Polhukam merekomendasikan Kepala BSSN agar dapat segera 

merumuskan Strategi Keamanan Siber Nasional bersama-sama 

dengan K/L terkait dan menetapkannya sesuai dengan ketentuan 

perundangan. 

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BSSN 

dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan FGD membahas 

Rancangan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber bersama 

Kemenko Polhukam dan K/L terkait. 

9. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor B-139/KI.00.01/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 

perihal Penetapan RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi 

Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3Ghz. 

Kebutuhan internet berkecepatan tinggi (broadband) di masa pandemi 

Covid-19 sangat mutlak bagi masyarakat untuk memenuhi kegiatan 

Work From Home (WFH), School From Home (SFH), maupun migrasi 

aktivitas nyata ke dunia maya, sehingga diperlukan terobosan 

kebijakan mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz 

guna meningkatkan kapasitas jaringan penyelenggara telekomunikasi 

layanan seluler mobile broadband. Penyusunan RPM tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 

2,3Ghz. dapat mendorong terwujudnya transformasi digital nasional 

yang berdampak positif pada peningkatan iklim ekonomi digital, 

penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan dunia usaha yang 

berbasis telematika. 

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dalam rangka dalam rangka 

mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 

2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk 

Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan 

bidang TIK beserta aturan turunannya (kebijakan), Menko Polhukam 

merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera 

menetapkan RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 

pada Pita Frekuensi Radio 2,3Ghz. 

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo 

dengan disahkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 

Radio 2,3 Ghz pada tanggal 17 September 2020. 

10. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BSSN Nomor B-

140/KI.00.01/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan 

Kebijakan Perlidungan Data Elektronik Strategis/Infrastruktur Kritis 

Nasional. 
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Dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Pemerintah 

memiliki 4 (empat) peran, yaitu: 1) Memfasilitasi pemanfaatan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik; 2) Melindungi 

kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 

penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik; 3) 

Melakukan pencegahan perluasan dan penggunaan informasi yang 

bertentangan dengan perundangan; dan 4) Menetapkan institusi yang 

memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.  

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya 

target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni 

Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan 

Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan 

Indikator: Skor GCI, Menko Polhukam merekomendasikan Kepala 

BSSN dapat segera menetapkan kebijakan pengaturan perlindungan 

Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN). 

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BSSN 

dengan dibentuknya Panitia Antar Kementerian Rancangan Perpres 

tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital serta telah 

dilaksanakannya rapat koordinasi dan FGD membahas Draft 

Rancangan Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital 

bersama Kemenko Polhukam dan K/L terkait. 

Rekomendasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan 

a. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-

54/AP.00.01/2/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang pembentukan 

kelompok kerja yang beranggotakan prajurit TNI dan Polri serta Lintas 

Kementerian/Lembaga guna menyelesaikan permasalahan 

pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi 

prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan 

Polri. 

Hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses 

pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan 

eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan 

kompetensi yang semakin spesifik. Namun di lapangan, beberapa K/L 

pegawainya tidak hanya berasal dari unsur PNS, melainkan juga dari 

unsur TNI dan Polri. Sedangkan syarat pengisian Jabatan Fungsional, 

hanya diperuntukkan bagi para PNS. Hal ini memerlukan pembahasan 

lebih lanjut mengenai pengaturan peralihan jabatan struktural menjadi 

fungsional yang dapat mengakomodir personil dari TNI dan Polri. 

Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

dengan K/L terkait. Adapun poin-poin yang disepakati dari hasil 

koordinasi tersebut antara lain: 
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a) Membentuk kelompok kerja yang beranggotakan prajurit TNI dan 

Polri serta lintas Kementerian/Lembaga guna menyelesaikan 

permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke 

fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di 

luar struktur TNI dan Polri. Secara teknis diserahkan kepada 

Kementerian PAN RB sesuai dengan kewenangannya.  

b) Diperlukan regulasi yang mengatur parameter yang jelas terkait 

peta jabatan fungsional sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI 

dan anggota Polri, perhitungan angka kredit, instansi Pembina 

Jabatan Fungsional, kepastian pola karier dan hal teknis lainnya 

yang diperlukan. 

c) Menjadikan Kemhan, BIN, dan BNN sebagai salah satu contoh 

penerapan jabatan fungsional sipil yang diisi oleh prajurit TNI dan 

anggota Polri. 

d) Prajurit TNI dan anggota Polri berpangkat Kolonel/Kombes yang 

menduduki Jabatan Fungsional Eselon II.b di Wantannas tidak 

dapat dipakai sebagai dasar rujukan Kementerian/Lembaga lain 

karena pembentukan kelembagaan dan struktur organisasi 

Wantannas saat itu mengacu pada peraturan perundang-

undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pada saat ini Wantannas 

sedang dalam proses evaluasi kelembagaan. 

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya 

target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni 

Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan 

Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik 

Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB 

untuk segera membentuk kelompok kerja yang beranggotakan TNI 

dan Polri serta lintas K/L guna menyelesaikan permasalahan 

pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi 

prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas di luar struktur TNI dan 

Polri. 

Adapun rekomendsi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KemenPANRB 

dengan telah dibentuknya Tim Pokja Penyelesaian Permasalahan 

Pengalihan JA ke JF bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang 

Berdinas Di Luar Struktur TNI dan Polri yang terdiri dari berbagai K/L 

terkait. 

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-

182/AP.00.01/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal 

Rekomendasi terkait Reformasi Birokrasi. 
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Dalam rangka percepatan RB di tingkat Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko Polhukam telah melaksanakan 

koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Adapun beberapa poin 

penting yang dihasilkan antara lain: 

a) Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator  

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Korbinwas 

Pemda) diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 8 dan 373; 

b) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) 

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) Periode Tahun 

2020-2024, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai 

pengarah namun tidak dapat masuk ke dalam tataran teknis; 

c) Diperlukan sinergitas Kemendagri sebagai Korbinwas Pemda dan 

KemenPANRB yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan 

pelaksanaan RB dalam mengimplementasikan RB khususnya di 

tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya 

target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni 

Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan 

Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik 

Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB 

untuk merevisi Keppres No 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah 

Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi 

Nasional (TRBN) pada poin kedudukan Menteri Dalam Negeri yang 

semula sebagai pengarah direvisi menjadi anggota dalam KPRBN dan 

TRBN serta MenPANRB agar mendorong sinergitas antara 

Kemendagri dan KemenPANRB dalam rangka percepatan 

implementasi RB khususnya di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

dengan membentuk Tim Bersama. 

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 

B-183/AP.00.01/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal 

Rekomendasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Pada Oktober 2020, Kementerian PANRB selaku Ketua Tim 

Koordinator SPBE Nasional telah menetapkan dan meresmikan 

Aplikasi Umum di bidang kearsipan dan pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik. Dua aplikasi umum tersebut adalah Sistem 

Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Aplikasi 

umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan 
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secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah 

dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik. 

Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

dengan Tim Koordinator SPBE Nasional dan instansi terkait 

membahas progres implementasi SPBE di lingkup Pemerintah 

Daerah. Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan antara lain: 

a) Aplikasi umum berlaku secara nasional untuk diterapkan di 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; 

b) Aplikasi umum yang ditetapkan memiliki persyaratan yang 

mencakup persyaratan proses bisnis, data, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK), serta keamanan; 

c) Pembinaan penerapan aplikasi umum yang telah ditetapkan 

menjadi tanggung jawab instansi pengampu; 

d) Pembinaan penerapan aplikasi umum terkait dengan TIK menjadi 

tanggung jawab Kementerian Kominfo; 

e) Pembinaan penerapan aplikasi umum terkait dengan keamanan 

menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); 

f) Syarat penggunaan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum diatur 

dalam Peprpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 37 ayat 3 yaitu telah 

mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum 

ditetapkan, melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap 

penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis tersebut, serta 

melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan 

dengan persyaratan proses bisnis, data, TIK dan keamanan 

aplikasi umum serta mendapat pertimbangan dari Kementerian 

Kominfo. 

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung tercapainya 

target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni 

Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan 

Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik 

Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam 

Negeri untuk menginventarisir aplikasi yang telah dibangun dan 

digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memnuhi syarat 

aplikasi umum yang ditentukan dalam Perpres No 95 Tahun 2018 

tentang SPBE dan mengajukan aplikasi tersebut kepada MenPANRB 

selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, sehingga dapat 

ditetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai sesuai karakteristik 

dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

4. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-192/AP.00.01/11/2020 

tanggal 24 November 2020 perihal Rekomendasi Rancangan 
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Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun (JP) dan 

Jaminan Hari Tua (JHT).  

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun 

(JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) 

merupakan salah satu amanah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet 

Reformasi Program Pensiun ASN tanggal 26 Juni 2018. 

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

dengan K/L terkait membahas Perkembangan Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP) dimaksud. Adapun beberapa poin penting yang 

dihasilkan antara lain: 

a) Dasar pengenaan iuran JP dan JHT idealnya mengacu kepada 

RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) PNS.  Namun, 

karena RPP tentang JP dan JHT sudah dibahas pada Rapat 

Terbatas Sidang Kabinet dan merupakan arahan Presiden yang 

harus segera diselesaikan maka RPP JP dan JHT tidak perlu 

menunggu selesainya RPP GTF ASN yang prosesnya masih 

panjang.  Hanya perlu diberikan ruang agar ketika RPP tentang 

GTF selesai tidak lagi harus merubah PP JP dan JHT. 

b) Reformasi RPP JP dan JHT ditekankan kepada: 

• Tata Laksana 

Perlu perbaikan ekosistem pengelolaan pensiun PNS secara 

menyeluruh, yang memberikan manfaat optimum bagi peserta, 

pemerintah, dan juga perekonomian nasional, dengan tata 

kelola yang akuntabel. Kendala utama yang dihadapi dalam 

RPP JP dan JHT adalah masih terdapat beberapa skema JP 

dan JHT, yaitu jumlah iuran yang harus ditanggung PNS dan 

atau Pemerintah Pusat/Daerah serta alternatif penyelesaiannya 

yang secara teknis belum disepakati oleh Kementerian 

Keuangan dan KemenpanRB dengan pertimbangan bahwa: 1) 

Skema JP dan JHT terkait dengan nilai uang yang sangat besar 

yang mempengaruhi kemampuan keuangan negara dan 

perekonomian nasional sehingga dari sisi kelembagaan dan 

tata kelola, sangat perlu diperhatikan; 2) JP dan JHT 

menyangkut hidup orang banyak yaitu kurang lebih 4 juta PNS 

dan keluarga; dan 3) Dampaknya jangka panjang, sehingga 

para Menteri harus berhati hati dalam pengambilan keputusan. 

• Kelembagaan 

Kemen PANRB telah menyusun draft RPP tentang lembaga 

pengelola dana pensiun yang merupakan revitalisasi PT 

Taspen. Di dalam draft RPP tersebut diatur perbaikan 

mekanisme tata kelola lembaga pengelola dana pensiun 
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termasuk pergantian pengelola dan pengurus. Terkait tata 

kelola manajemen keuangan dan aset, dalam tata kelola 

kelembagaan diatur mengenai Menteri yang melakukan 

pembinaan kepada lembaga pengelola dana pensiun, yaitu 

Menpan selaku pembina dan regulator teknis dalam 

penyusunan program dan layanan pensiun dan JHT, 

sedangkan Menkeu selaku pembina dan regulator teknis dalam 

hal kinerja keuangan dan investasi. 

Berkaitan dengan hal tersebut serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan 

Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik 

Keatas, maka Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB 

untuk segera melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama-

sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk 

menyelesaikan skema JP dan JHT dan memutuskan alternatif 

penyelesainnya yang memberikan manfaat optimum bagi PNS, 

Pemerintah dan juga perekonomian nasional sehingga RPP tentang 

JP dan JHT dapat segera diselesaikan sesuai arahan Presiden. 

Rekomendasi ini juga ditembuskan kepada Menteri Keuangan dan 

Menteri Dalam Negeri. 

Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian 

Keuangan dengan telah dilaksanakannya pembahasan tindak lanjut 

penyusunan RPP Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) 

bagi PNS bersama Kemenko Polhukam dan KemenPANRB. 

Rekomendasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik 

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: 

B-76/AP.00.00/4/2020 pada tanggal 3 April 2020 perihal Rekomendasi 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). 

MPP merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik atas 

barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi K/L, Pemerintah 

Daerah, BUMN/BUMD, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi 

pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, 

mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Saat ini telah beroperasi 

sebanyak 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan 

rincian dibentuk di 1 provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota. Terkait 

dengan penyelenggaraan MPP, Kemenko Polhukam telah 

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemendagri, 

Kementerian PANRB serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

dalam waktu dekat akan menyelenggarakan MPP. 

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada 

dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi 
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Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi 

dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam 

Negeri untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan MPP di 

48 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut, 

Menteri Dalam Negeri telah menyurati Gubernur/Wali Kota/Bupati 

untuk segera membentuk MPP sebagai upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik di Daerah melalui Surat Mendagri kepada kepada 

Gubernur seluruh Indonesia Nomor: 067/1949/BAK tanggal 29 Juni 

2020 perihal Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Surat 

Mendagri kepada Bupati/ Wali Kota Seluruh Indonesia Nomor: 

067/1950/BAK tanggal 29 Juni 2020 perihal  Penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik. 

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor  

B-120/AP.00.01/07/2020 tanggal 29 Juli 2020  perihal Standar 

Kepatuhan Pelayanan Publik. 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2019 telah 

melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan 

penyelenggara pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilaksanakan pada 

penyelenggara pelayanan yang pada penilaian periode sebelumnya 

masuk dalam zona kuning (predikat kepatuhan sedang) dan zona 

merah (predikat kepatuhan rendah). Adapun hasil penilaian  

kepatuhan terhadap standar pelayanan tahun 2019 sebagai berikut: 

a) Dari 6 Provinsi yang dinilai, terdapat 2 Provinsi masuk dalam zona 

hijau (predikat kepatuhan tinggi), 3 Provinsi masuk dalam zona 

kuning (predikat kepatuhan sedang) dan 1 Provinsi masuk dalam 

zona merah (predikat kepatuhan rendah); 

b) Dari 215 Kabupaten yang dinilai, terdapat 71 Kabupaten masuk 

dalam zona hijau (predikat kepatuhan tinggi), 87 Kabupaten 

masuk dalam zona kuning (predikat kepatuhan sedang) dan 57 

Kabupaten masuk dalam zona merah (predikat kepatuhan 

rendah); 

c) Dari 36 Kota yang dinilai, terdapat 12 Kota masuk dalam zona 

hijau (predikat kepatuhan tinggi), 17 Kota masuk dalam zona 

kuning (predikat kepatuhan sedang) dan 7 Kota masuk dalam 

zona merah (predikat kepatuhan rendah); 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut serta dalam rangka mendukung 

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, 

yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan 

Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Menko 

Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam Negeri untuk 

mendorong dan melakukan pendampingan kepada Pemerintah 



 

LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur  43 

 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk zona kuning dan zona merah 

agar segera melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Hukum dan HAM 

Nomor B-180/AP.00.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal 

Rekomendasi Kajian Singkat Uji Responsifitas Saluran Informasi pada 

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. 

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini 

menuntut Pemerintah untuk membuat dan melaksanakan berbagai 

kebijakan strategis sebagai langkah percepatan penanganan dan 

memutus mata rantai penyebarannya. Selanjutnya pelayanan publik 

oleh instansi/lembaga negara kepada masyarakat yang tetap harus 

berjalan di tengah situasi pandemi Covid-19, membutuhkan beberapa 

penyesuaian dengan mengutamakan protokol kesehatan salah 

satunya dengan meningkatkan saluran informasi berbasis teknologi 

untuk mengurangi pelayanan secara langsung. 

Berdasarkan hasil kajian singkat/rapid assessment Ombudsman 

Republik Indonesia (ORI) mengenai “Responsifitas Saluran Informasi 

pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Khususnya pada 

Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)” didapatkan bahwa 

masih terdapat kontak (nomor telepon) dan akun media sosial Kantor 

Imigrasi di daerah yang tidak memberikan respon pelayanan kepada 

masyarakat. Terkait hal ini, Kemenko Polhukam telah melaksanakan 

koordinasi dengan ORI dan K/L terkait membahas permasalahan 

tersebut. 

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada 

dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi 

Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi 

dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan 

Kemenkumham untuk mendorong dan melakukan pendampingan 

kepada Kantor Imigrasi yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota, segera 

melakukan langkah konkrit guna meningkatkan kualitas saluran 

informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

4. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala Kepolisian RI Nomor 

B-181/AP.00.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal 

Rekomendasi Kajian Singkat Uji Responsifitas Saluran Informasi pada 

Kepolisian RI. 

Berdasarkan hasil kajian singkat/rapid assessment Ombudsman 

Republik Indonesia (ORI) mengenai “Responsifitas Saluran Informasi 

pada Kepolisian RI Khususnya pada Masa Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB)” didapatkan bahwa masih terdapat kontak 

(nomor telepon) dan akun media sosial Polresta/Polres yang tidak 
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memberikan respon pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal ini, 

Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan ORI dan 

K/L terkait membahas permasalahan tersebut. 

Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada 

dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi 

Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi 

dan Tata Kelola, Menko Polhukam merekomendasikan Kepolisian RI 

untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada Satuan 

Kewilayahan khususnya Polresta/Polres/Polsek, segera melakukan 

langkah konkrit guna meningkatkan kualitas saluran informasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 

2) Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang 

optimal 

Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan No. 7 

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam melakukan 

evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit Eselon I 

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi 

atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kemenko 

Polhukam kepada Menko Polhukam. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP 

tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara 

berkelanjutan. 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memiliki komitmen untuk melaksanakan 

dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP. 

Selanjutnya, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk 

memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.  

Unsur-Unsur Penilaian SAKIP 

No. Komponen Bobot Sub Komponen 

1 Perencanaan 

Kinerja 

30% a. Rencana Startegis (10%), meliputi: 

Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas 

Renstra (5%) dan Implementasi 

Renstra (3%); 

b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), 

meliputi: Pemenuhan RKT (4%), 



 

LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur  45 

 

Kualitas RKT (10%) dan Implementasi 

RKT (6%). 

2 Pengukuran 

Kinerja 

25% a. Pemenuhan Pengukuran (5%); 

b. Kualitas Pengukuran (12,5%); 

c. Implementasi Pengukuran (7,5%). 

3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan Pelaporan (3%); 

b. Kualitas Pelaporan (7,5%); 

c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%). 

4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan Evaluasi (2%); 

b. Kualitas Evaluasi (5%); 

c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%). 

5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%); 

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); 

c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%). 

 Total 100%  

 

Pada tanggal 30 Juli 2020 telah dilaksanakan Evaluasi atas Implementasi 

SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 oleh Inspektorat 

Kemenko Polhukam. Adapun nilai yang diperoleh adalah 77,19 dengan 

kategori BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian 

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan 

rincian sebagai berikut: 

No. Komponen Bobot Nilai 

1 Perencanaan Kinerja 30% 24,46 

2 Pengukuran Kinerja 25% 20,00 

3 Pelaporan Kinerja 15% 9,35 

4 Evaluasi Internal 10% 8,00 

5 Capaian Kinerja 20% 15,39 

 Total 100% 77,19 

 

Terhadap hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada unit kerja 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, Inspektorat Kemenko Polhukam 

merekomendasikan: 

• Mereviu Renstra secara berkala; 

• Mengurai rencana kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan; 

• Mereviu formulasi pengukuran indikator untuk meningkatkan kualitas 

pengukuran; 
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• Menyusun SOP perihal mekanisme pengumpulan data kinerja; 

• Meningkatkan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja pada unit 

kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur; dan  

• Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka 

keterbukaan informasi.  

 

Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB 

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut 8 (delapan) area perubahan, yaitu: Manajemen 

Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Sumber Daya 

Manusia; Penataan Tata Laksana; Penguatan Pengawasan; Penataan 

Peraturan Perundang-undangan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan 

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. 

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja 

organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyusun Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi 

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana 

rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima 

tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Selain menyusun Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, dalam rangka implementasi 

Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan telah disusun Rencana Kerja 

Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yaitu yang memuat serangkaian aksi dan 

tujuan yang harus dilakukan dan dicapai selama tahun 2020. Deputi 

VII/Bidang Koordinasi Kominfotur juga telah menetapkan Surat Perintah Tim 

Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Nomor 

358/AP.00.00/02/2020 tanggal 10 Februari 2020. Tim Internal Reformasi 

Birokrasi Deputi VII/Bidang Koordinasi Kominfotur bertanggung jawab 

terhadap implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. 

Pada tanggal 28 September 2020 telah dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 

2020 oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB. Nilai dari hasil evaluasi 

yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur adalah 31,19, dengan 

rincian sebagai berikut: 

No. Penilaian Bobot Nilai 

 PENGUNGKIT 36,30 31,19 

I Pemenuhan 14,60 14,29 

1 Manajemen Perubahan 2,00 2,00 
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2 Deregulasi Kebijakan 1,00 1,00 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 2,00 2,00 

4 Penataan Tata Laksana 1,00 0,93 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1,40 1,38 

6 Penguatan Akuntabilitas 2,50 2,50 

7 Penguatan Pengawasan 2,20 2,16 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan 2,50 2,32 

    

II Reform 21,70 16,89 

1 Manajemen Perubahan 3,00 2,06 

2 Deregulasi Kebijakan 2,00 1,50 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 1,50 1,50 

4 Penataan Tata Laksana 3,75 2,29 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 2,00 2,00 

6 Penguatan Akuntabilitas 3,75 2,25 

7 Penguatan Pengawasan 1,95 1,95 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan 3,75 3,34 

 

Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran 

Deputi 

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi 

Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi serta target kinerja. Sedangkan dokumen evaluasi adalah dokumen 

yang disusun dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan 

dalam pelaksanaan, program, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur. Dokumen perencanaan dan evaluasi terdiri dari 9 dokumen yaitu 

5 dokumen perencanaan yang meliputi: Renstra 2020-2024, RKA 2021, PK 

2020, TOR dan RAB 2021, dan Renja 2021; dan 4 dokumen evaluasi yang 

meliputi: dokumen LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2019 

dan Laporan Kinerja Triwulan I-III Tahun 2020. 

Adapun penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 

dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Biro 

Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dengan skala nilai 1-100 

yang terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur 

perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan. Tujuan 

penilaian adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk 

mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien dan 
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akuntabel. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan sasaran 

perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan di lingkungan Kemenko Polhukam. 

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur TA 2020 adalah 96,25 dengan rincian nilai sebagai 

berikut: 

No. Komponen yang Diniliai Bobot Nilai 

1 Ketepatan waktu dokumen perencanaan 7,50 7,50 

2 Keselarasan TOR dan RAB 7,50 7,50 

3 Jumlah revisi 10,00 9,25 

4 Keselarasan penyusunan dokumen 

perencanaan dengan dokumen 

perencanaan nasional 

20,00 20,00 

5 Respon perencana unit organisasi 5,00 5,00 

6 Ketepatan waktu dokumen monev 12,50 12,00 

7 Kualitas laporan kinerja 12,50 12,00 

8 Kesesuaian laporan kinerja dengan 

dokumen perencanaan 
12,50 12,00 

9 Respon Bagian Monev unit organisasi 12,50 12,00 

 Nilai Hasil Evaluasi 100,00 96,25 

 

Indikator Kinerja 4: Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi 

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan 

mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi 

harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai 

usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu 

dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun salah satu 

bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah 

melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang 

kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.  

Pelaksanaan perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi 

Bidang Koordinasi Kominfotur dilaksanakan melalui survey online. 

Pelaksanaan survey kepuasan pelayanan Perencanaan dan Evaluasi 

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dilaksanakan pada bulan 

Desember 2020. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data 
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primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian 

kuesioner secara online pada link survey https://s.id/LayananSesdepVII. Hasil 

survey online kemudian diolah dengan menggunakan Ms. Excel. 

Adapun kategorisasi nilai indeks kepuasan layanan Perencanaan dan Evaluasi 

adalah sebagai berikut: 

Nilai Interval Kualitas 

0-1 Tidak Baik 

1,01-2 Kurang Baik 

2,01-3 Cukup Baik 

3,01-4 Baik 

4,01-5 Sangat Baik 

 

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan Sekretariat Deputi 

Bidang Koordinasi Kominfotur diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Pelayanan 

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sebesar 4,02, dengan angka 

Indeks tersebut maka kinerja pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur berada dalam mutu pelayanan dengan kategori SANGAT BAIK. 

Namun berdasarkan rincian nilai hasil survey serta saran dan masukan dari 

responden, pelayanan yang masih harus ditingkatkan adalah pelayanan terkait 

persuratan dan kearsipan.  

Adapun rincian nilai hasil survey unsur pelayanan Sekretariat Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur adalah sebagai berikut: 

No. Unsur Pelayanan 
Nilai 

Rata-Rata 

1 Prosedur dan Persyaratan Pelayanan 4,00 

2 Kejelasan, Kedisplinan, Tanggung Jawab, Keadilan, dan 

Kemampuan Pegawai Pelayanan  

4,05 

3 Kesopanan dan Keramahan Pegawai Pelayanan 4,11 

4 Kecepatan dan Kepastian Pelayanan 4,16 

5 Kenyamanan dan Keamanan Pelayanan 4,00 

6 Pelayanan Kehumasan 4,00 

7 Pelayanan Persuratan dan Kearsipan 3,74 

8 Pelayanan Kepegawaian (rekapitulasi absensi dan izin cuti 

pegawai) 

4,00 

9 Pemenuhan dan Perbaikan Kebutuhan Kantor 4,00 

https://s.id/LayananSesdepVII
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10 Pelayanan Kemanan dan Kenyamanan Ruang Kerja dan 

Ruang Rapat 

3,95 

11 Informasi Program Kerja 3,89 

12 Informasi Realisasi Anggaran  4,11 

13 Informasi Pemantauan dan Monitoring Capaian Kinerja  4,05 

 

C. Permasalahan dan Tantangan 

Sasaran Startegis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; 

1. Penyelesaian Proses Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital yang 

masih terhambat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya; 

2. Proses penyelamatan slot orbit satelit 123° BT membutuhkan perjalanan 

panjang, karena sampai saat ini masih terdapat permasalahan administrasi 

dan perlu pengawasan ketat, yakni residu permasalahan Kementerian 

Pertahanan akibat tidak dilanjutkannya program Satkomnas yang cukup besar 

yaitu sebesar USD 52,01 juta dengan rincian; tuntutan Arbitrase Navayo (USD 

23.401.031), tuntutan Arbitrase Tim Konsultan Satelit, Détente (USD 

2.878.569) dan potensi tuntutan Arbitrase akibat framework kontrak dengan 

Airbus (USD   25.731.700).  

3. Pemerataan akses telekomunikasi dan akses internet daerah 3T, salah 

satunya di Pulau Midai yang merupakan pulau terluar di Kabupaten Natuna. 

Pulau tersebut merupakan satu-satunya pulau yang sampai saat ini belum 

terlayani layanan seluler 4G, sehingga akses internet sangat lambat dan 

mempengaruhi proses belajar mengajar, urusan pemerintahan dan usaha 

masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk ditangani, mengingat di 

Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara sering terjadi 

konflik dengan negara lain (Cina dan Vietnam). 

4. Dampak dari pandemi Covid-19 mendorong percepatan Transformasi Digital 

di Indonesia, dan berbanding lurus dengan kebutuhan perlunya percepatan 

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), untuk menjamin kerahasian data 

pribadi, sebagai prasyarat dari e-commerce dan sistem transaksi digital 

lainnya, walau sudah mendapat perhatian dan priotitas, namun saat ini proses 

pembahasan substansi Daftar Isian Masalah (DIM) masih dibahas di DPR 

yang ditargetkan dapat disahkan di tahun 2021. 

5. Pada bidang koordinasi tata Kelola pemerintahan, adapun beberapa 

permasalahan dan tantangan yang masih harus dihadapi yakni: 1) 

Implementasi RB  K/L,  Provinsi, Kabupaten dan Kota yang masih kurang; 2) 

Belum maksmimalnya implementasi SPBE K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota; 

3) masih terdapat RPP dari UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang belum 

diundangkan; 4) Belum maksimalnya Maturitas SPIP melalui Penerapan 

Manajemen Kinerja pada K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota; 5) Kurangnya 
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Kualitas Kapabilitas APIP melalui Penerapan Manajemen SDM Aparatur; dan 

6) Permasalahan dalam proses penyederhanaan birokrasi ASN, TNI, dan 

POLRI. 

6. Pada bidang koordinasi peningkatan pelayanan publik, komitmen dan peran 

aktif pimpinan atau pejabat di Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas 

pelayanan publik baik dari penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 

maupun pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR masih kurang dan belum optimal, 

serta rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan 

berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku 

aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: 

ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, 

ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan  secara 

makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. 

Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang 

optimal. 

1. Pada awal tahun 2020, China mengalami isu kesehatan pandemi, yaitu 

Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Pandemi virus tersebut ternyata 

menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dengan kasus pertama terjadi 

pada tanggal 3 Maret 2020. Hal ini menyebabkan pada tanggal 13 Maret 2020 

Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan surat Nomor B-

18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 perihal Kebijakan Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease (COVID-19), bahwa kiranya seluruh rencana kegiatan 

PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi 

Pemerintah dapat ditangguhkan terhitung sejak Maret 2020 hingga Juli 2020. 

Hal ini menyebabkan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah 

disusun di awal tahun 2020 menjadi terhambat dan harus dilakukan 

penyesuaian. 

2. Pada tanggal 3 April 2020 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sehingga 

perencanaan kinerja harus disesuaikan sejalan dengan adanya penyesuaian 

(pemotongan) pagu anggaran TA 2020. 
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D. Realisasi Penyerapan Anggaran 

Realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur 

Tahun 2020 adalah sebesar Rp14.392.560.276 dari total anggaran 

Rp15.092.288.000 dan anggaran yang tersisa Rp699.727.724 (persentase 

realisasi 95,36%), dengan rincian sesuai tabel di bawah: 

 

Program Pagu Realisasi  
 

      Sisa Pagu 
Persentase 

Realisasi 

Koordinasi  

Telekomunikasi dan 

Informatika 

 Rp4.402.176.000 Rp4.266.832.031 Rp135.343.969 96,93% 

Koordinasi Tata 

Kelola Pemerintahan 
Rp1.686.782.000 Rp1.587.070.114 Rp  99.711.886 94,09% 

Koordinasi Informasi 

Publik dan Media 

Massa 

Rp5.979.678.000 Rp5.752.966.357 Rp226.711.643 96,21% 

Layanan Dukungan 

Manajemen Es. I 
Rp1.325.599.000 Rp1.185.282.185 Rp140.316.815 89,41% 

Koordinasi 

Peningkatan 

Pelayanan Publik 

Rp1.698.053.000 Rp1.600.409.589 Rp  97.643.411 94,25% 

TOTAL DEPUTI VII = Rp15.092.288.000 Rp14.392.560.276 Rp699.727.724 95,36% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Deputi 

Bidang Koordinasi Kominfotur disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada 

pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja 

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi 

Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta 

alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi 

instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh 

karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk 

pembenahan ke depan.  

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi 

dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan 

partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Deputi Bidang 

Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 masih menemui beberapa permasalahan dan 

tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait 

koordinasi dan sinkronisasi yang Iebih intensif dalam rangka menjawab 

permasalahan yang ada. 

 

 

 

Deputi Bidang Koordinasi 

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 

 

 

Rus Nurhadi Sutedjo 
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LAMPIRAN 1: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2020 
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Lampiran 2: Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa 
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Tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Nomor: B-68/KI.00.00/3/2020 
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Lampiran 3: Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan 

Informatika 
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LAMPIRAN 4: Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan 
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LAMPIRAN 5: Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Peningkatan Pelayanan 

Publik 
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